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MOTTO 

 

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.1 
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RINGKASAN 

Pembangunan di Kabupaten Jember dalam segala bidang telah 

menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, sejalan dengan 

pesatnya perkembangan Kabupaten Jember sebagai kota pelajar dan mahasiswa 

sekaligus juga berkembangnya tuntutan masyarakat secara kualitatif yang tidak 

hanya menuntut kebutuhan fisik, namun menyangkut kebutuhan akan keadilan. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember membuat regulasi mengenai 

rumah pemondokan di Kabupaten Jember. Usaha rumah pemondokan di 

Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 

Tahun 2008 tentang Rumah Pemondokan Kabupaten Jember. Adapun mengenai 

tata cara perizinan usaha pemondokan di Kabupaten Jember diatur dalam 

Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan 

Izin Usaha Rumah Pemondokan Kabupaten Jember. Permasalahan pertama adalah 

hanya tanah yang berstatus Hak Milik saja yang dapat dimintakan izin usaha 

rumah pemondokan tersebut. Permasalahan kedua terkait ketidakjelasan ruang 

lingkup tindakan yang merupakan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemondokan Kabupaten Jember 

yang dapat dikenakan sanksi administratif.  

Berdasarkan uraian-uraian dan permasalahan-permasalahan umum di atas 

penulis berniat menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 

”ANALISIS YURIDIS USAHA RUMAH PEMONDOKAN  

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 

NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RUMAH PEMONDOKAN 

KABUPATEN JEMBER”. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis mengangkat dua 

permasalahan sebagai berikut: 1) Pertimbangan hukum Bupati Jember 

merumuskan ketentuan Pasal 4  Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2010 

mengenai syarat-syarat permohonan izin usaha rumah pemondokan 2) Kendala 

pelaksanaan usaha penertiban pemondokan di Kabupaten Jember. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris 

(juridical empirical research) dengan tipe pendekatan yakni pendekatan undang-
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undang yang dititik beratkan kepada analisis yang berdasarkan fakta-fakta 

diterapkannya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.  

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, Pertimbangan 

Hukum Pembuat Peraturan Daerah yang hanya mengatur secara tegas tanah yang 

berstatus hak milik untuk dapat dimintakan izin usaha rumah pemondokan kurang 

tepat karena terdapat hak atas tanah lainnya yang dapat dimintakan izin usaha 

rumah pemondokkan tersebut. Kedua, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Jember 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Rumah 

Pemondokan Kabupaten Jember tidak memberikan kepastian hukum. Pengaturan 

sanksi administratif sebagaimana terdapat Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemondokan Kabupaten Jember 

memuat permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kendala. Permasalahan 

terkait hanya terdapatnya satu jenis sanksi administratif serta ketidakjelasan ruang 

lingkup tindakan yang merupakan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemondokan Kabupaten Jember dan 

dikenakan sanksi administratif. 

Saran dalam skripsi ini terhadap baik itu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2008 maupun Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2010 yaitu beupa 

penambahan syarat-syarat yang mengatur secara tegas pemberian izin usaha 

rumah pemondokan didirikan di atas hak-hak atas tanah lain yang tidak 

berdasarkan hak milik, yaitu hak guna bangunan. Pemerintah harus aktif dan lebih 

serius untuk menertibkan usaha rumah pemondokan serta adanya perubahan 

terhadap ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Rumah Pemondokan Kabupaten Jember. 
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